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ABSTRAK

Identifikasi Symber Hokum Bagi Putusan Hakim Pada Perkara Perdata
di Pengadilan Negerl Sleman Tahun 2006- 2007
Olah:
Iffah Nur Hayati
Sri Hartini
Setiati Widihastuti

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai realisasi
pemakaian sumber hukum sebagai dasar putusan hakim pada perkara perdata
khususnya di Penpadilan Negeri Sleman pada tahun 2006-2007.

Penelitian ini merzpakan penelitian content analysis {analisiz isi). Teknik
pengumpulan data yaitu berupa teknik dokumentasi yang berbentuk putusan hak’m,
buku, pematuran perundangan, artikel dan dokumen lain yang berksitan erat dengan
sumbet-sumber hukum yang digunakan sebagai dasar putusan hakim dalam perknra
perdata, khususnya di Pengedilan Negerl Sleman, Selain itu wntuk mendukung data
yang ada serta wntuk mempeniajam analisis Peneliti juga melakukan wawancara
dengan Hakim, Kemudian terhadap daie yang tclah diperoleh selain melakuksn
validasi data, dilakvkar reduksi data, unitisasi, kategorisasi, display data dan
penarikan kesimpulan,

Hasil Penslitian menunjukkan bahwa penggunaan sumber hukum pads perkara
perdata di Pengaditan Negeri Sleman terutama perkara pada tahun 2006-2007 sumber
hukum vyang lebih banysk/dominan dipakai oleh Hakim adalah Peratucan
Perundangan dan Yurisptudensi. Bahkan dalam praktek, hakim untitk alasan
kepraktisan lebih sering menggunakan yersprudensi sebagai rujukan utame untuk
mengetahui argumentasi apa yang digunakan pada yurisprudensi yang relevan untuk
kemudian diterapkan pada perkara yang sedang dihadapi. Selain ilu dalam pérkara
tertetity Yuriprodensi lebih diutamakan daripada peraturan perundangan yang aua.
Selain ‘Peraturan Perundangzn, Yurisprudensi memegang peranan penting scbagai
sumber hukum bagi hekim dalam memeriksa dan memutus perkara, meskipun sistem
hukum Indonesia merupakan Civil Law Sysiem.

Kata funci: Sumber Hukam, Puttisan Hakim, Perkara Perdata
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BABV
PENUTUF

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penggunaan
sumnber hukum pada perkam pardata di Pengadilan Negeri Sleman terutama nerkara
pada tahun 2006-2007 mesih beragam dan komprehensif, karena dalam suatu
kasus/perkara banyzk aspek yang harus dikaji periimbangan hukumnya. Dilihat dari
berkas putusan perkura, sumber hukum yang lebih banyak/dominan dipakni ofeh
Hakim adalah Peraturan Perundangan dan Yurisprudensi. Satu hal vang periu
mendapat caiatan adalab bahwa temyata dalem praktek hekim lebih sering
menggunakan yurisprudensi sebagai rujukan utama untuk mengetahui argumentasi
apa yang digunakan pada yurisprudensi yeng relevan untuk kemudian diterapkan
pada petkara yang sedang dihadepi. Selain itu dalam perkara tertentu Yuriprudensi
lebih diwtamakan daripada peraturan  petundangan yang ada. Yurisprudensi
memegang peranan penting scbagei sumber hukum, di samping peraturan
perundangan, bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Meskipun sistem
tukum Indonesia cenderung pada Civif Law System, fetapi ternyata Hakim irbih
condong untuk mengguncken putusan Hakim sebelumnys dalan perkara yang sama
unituk alasan kepraktisan.

B. SARAN

Saran yang dapat diajukan terutama bagi hakim sebagai pemegang peranan
penting dalam penegakan hukum, hukum Perdata khususnyas, seharusnya lebih
banyak mengeksplorasi sumber-sumber hukum sclain  yurisprudensi, separti
melakukan penemuan hubum sendiri baik dengan dasar peraturan perundangan
(melalvi.metode yang ada) atan menemukan hukum tidak tertulis yang hidup dalam
masyaraka', ISéhn'_‘ilml}Fa terkait kuantitas Hakim, Pemnerintah perlu
mempertimbangkan untuk merckrut hakim lebih banyak lagi demi pelaksannan
penegakan hukwm yang Jebih baik.
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ABSTRAK

IDENTIFIKASI KESALAHAN-KESALAHAN DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DAN KEPUTUSAN (LEGAL DRAFTING) DI UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2005 2008

Oleh: Setiati Widihastuti, dhk

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang terdapat
dalam produk hukum baik yang bersifat mengatur (regeffing) maupun vang bersifat
menetapkan {beschikhing ) di Universitas Negeri Yogyakarta pada periode tahun 2005 -
2008

Penelitan imi merupskan penelitian content analysis. Pengadaan data dilakukan
dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa peraruran dan keputusan yang ada di
UNY dari tahun 2005 hingga tabun 2008. Penentuen unit dilakukan dengan
menggunakan unit sintaksis, proporsional dan tematik. Sampel dipilih secara purposive
proporstonal. Pencatatan dilakukan dengan penandaan pada dokumen, baik pada bagian
menzmbang, mengingat, menetapkan dan diktum, dilanjutkan dengan pencatatan untuk
kemudian diidentifikasi kesalahannya. Validitas vang digunakan adalah validitas
semantis, validitas penentuan sampel dan validitas kenstruk Analisis data dilakukan
secara  kualitatif unfuk menggambarkan kesalahan yang diketemukan pada setiap
produk hukum secara periodik tabunan sejak tahun 2005 hingga tabun 2008

Hasii Penelitian menunjukkan bahwa: 1) banyak keputusan rektor vang runusan
konsideransnya tidak mencerminkan pokok pikiran yang merupakan konstatasi fakta
yang urgen untuk diterbitkannya suatu keputusan rektor, 2) pada bagian "menimbang”,
tercantum  banyak peraturan perundangan yang belum tentu relevan, disamping
penulisannya yang terkadang kurang tertib dan kurang memperhatikan kronelogis tahun
pengundangan, 3) terdapat keszlahan dalam pemberian bentuk hukum peraturan atau
keputusan, 4) pencantumkan klausula pengaman dalam diktum Keputusan Rektor
merupakan suaty hal yang berlebihan dan dapat menggoyahkan sendi-sendi kepastian
hukum, 5) penetapan waktu berlaku pada Keputusan Rektor yang menetapkan dua
peristiwa  hukum dengan akibat bhukum berbeda, 6) tidak dicamtumkannya fTase ”
Dengan Persehijuan Bersama Senat dan Rektor ™ pada diktum Peraturan Universitas: 7)
produk hukum yang bersifat sekali-selesai atan einmahlig menghapus berlakunya suatu
peraturan yang berlaku terus menerus  {daverhatig)

Kata kunci: kesalahan, legal drafiing, keputusan, peraturan
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.BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

A. Kesalahan dalam bentuk Keputusan Reltor

Kesalahan-kesaiahan yang dapat ditemukenali dalam bentuk luar Keputusan Rektor dapat

diperinci sebagai berikut;

1.

Banyak keputusan rektor yang rumusan konsideransnya tidak mencerminkan
pokok pikiran yang merupakan konstatasi fakta dan urgensi yang bersifat spesifik
yang layak menjadi pertimbangan untuk diterbitkannya suatu keputusan rektor.
Dalam menyusun bagian dasar hukum “Menimbang”, mencantumkan sekian
banyak peraturan perundangan, yang belum tentu ada keterkaitan langsung
dengan keputusan rektor, kesalahan lainnya berupa penulisan peraturan vang
kurang tertib dan kurang - cistematis serta tidak menuliskan pasal dan judul
peratiran perundangan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan.

Hampir semua  keputusan rektor UNY ditetapkan untuk menindaklanjuti
permchonan, yang kemudian dimuat dalam begian “Membaca” Tapi terdapat
beberapa kesalahan, yakni pada  bagian "membaca”, tidak merujuk pada surat
permohonan — melainkan langsung menunjuk pada suatu petunjuk teknis

Terdapat Kesalahan daiam pembenan bentuk hvkum, vakni beberapa keputusan
rektor (heschikking) teiah menetapkan suatu peraturan (regelfing}, dan suatu
keputpsan yang kalau meni:ik substansinya lebnh tepat diben bentuk peraturan

Dicantumkannya klausula pengaman dalam Diktum Keputusan Rektor
merupakan suatu hal vacg berlebihan, tidak bermanfaat dan mubazir, sebab dapat

menggoyahkan sendi-sendi kepastian hukum,
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6. Penctapan wakiu berlaku pada Keputusan Rektor yang menetapkan dua
peristiwa hukum dengan akibat hukum berbeda

B. Kesalahan pada bentuk Peraturan Universitas dan Peraturan Rektor
Kesalahan-kesalahan yang dapat ditemukenali dalam bentuk luar Peraturan Unversitas
dan peraturan Rektor dapat diparinci sebagai berikut

1. Pada dasar hukum "Mengingat” Peraturan Universitas dan Peraturan Rekior,
dicantumkan sekian banyak peraturan perundangan, vang tidak jelas
relevansinya dengan peraturan, seiain ity kurang memperhatikan hierarkhi / tata
urutan, dan kronologis saat/tahun pengundangan dan penetapannya.

2, Tidak dicantumkannyz fiase ” Dengan Persetujuan Bersama Senat dan Rektor ™
pada Diktum Peraturan Universitas yang pada dasarmya merupakan suatu
produk hukum yang dibentuk oleh Rektor dengan persetujuan Senat selaku
badan perweakilan tectinggi di UNY

3. Produk hukum (persturan} yang bersifat sekali-selesai atan einmahlig
menghapus berlakunya . suatu peraturan yang berlaku terus menerus
(dauerhaftig)

SARAN

1. Dengan ditemukannya beherapa kesalahan pada keputusan rektor, peraturan
universitas dan peraturan rektor, maka perlu diadakan pelatihan legol drafiing bagi
pejabat maupun tenaga penyusun peraturan dan xeputusan di lingkup Universitas
Negeri Yogyakarta

2. Karena penelitian ini bam sebatas meagkaji keavorm  dari peraturan dan
keputusan di Universitas Negeri Vogyakarta, maka perlu dilakukan penelitian
lanjutan yang bertujuan untuk mengkaii secara lebih mendalam terhadap isi dari

produk-produk hukum tersebut .
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